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A. [bookmark: _bookmark6]Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut prinsip hukum, di mana terdapat sekitar 11.000 desa yang tersebar di 34 provinsi serta 450 kabupaten dan kota. Hal ini terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa itu sendiri dapat dianggap sebagai representasi dari kesatuan masyarakat hukum yang terkecil, yang telah ada sejak lama dan terus berkembang seiring dengan perjalanan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Desa juga menjadi bagian yang sangat integral dari tatanan sosial dan kehidupan berbangsa di Indonesia.
Secara etimologis, istilah “desa” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “deshi,” yang memiliki arti sebagai tanah air, tempat asal, atau tempat kelahiran. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang dibagi menjadi kabupaten dan kota. Di dalam setiap kabupaten atau kota tersebut, terdapat satuan pemerintahan yang paling rendah, yang dikenal dengan sebutan desa dan kelurahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa desa dan kelurahan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah naungan pemerintah kabupaten atau kota. Unit-unit ini memainkan peranan penting dalam struktur pemerintahan dan pengelolaan masyarakat di tingkat lokal1.
Sebagai wujud pengakuan negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang- undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pengertian desa

1 Agustina, N., Esa, E., & Yusuf, M. (2024). Model Kelembagaan Pemerintah Desa. Tuturan, 2(1), 201–209. https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.775
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
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adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur pemerintahan dengan dikepalai oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai suatu pemerintahan desa. Prioritas pemanfaatan dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, dengan adanya pembangunan dan pemberdayaan ini supaya desa tersebut lebih berkembang dan masyarakatnya lebih sejahtera dari sebelumnya.
Sejak disahkannya Undang-Undang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan mengenai desa telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Dalam konteks regulasi, desa kini telah dipisahkan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 20143 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, desa-desa di seluruh Indonesia akan mengalami reposisi serta pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan mereka.
Secara mendasar, Undang-Undang Desa memiliki visi yang jelas dan rekayasa yang dirancang untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam berbagai aspek, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Semua ini dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta adat istiadat yang berlaku di masing-masing desa.
Dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengatur keuangan desa dengan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Prinsip transparan mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, sedangkan akuntabel berarti bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum4.  Selain  itu,  prinsip  partisipatif

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
4 Kurniawan, D. A., & Witono, B. (2023). Village Government Accountability and Transparency in Village Financial Management. JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem

menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran dan penggunaan dana.
Keuangan desa juga harus dicatat dalam sistem pembukuan yang sesuai dan benar, mengikuti kaidah sistem akuntansi yang berlaku dalam pemerintahan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapannya. Hal ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Pengelolaan keuangan desa yang dipegang kepala desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota5. Namun, Undang- undang Desa tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa termasuk dalam kategori keuangan negara, sehingga penggunaannya wajib diaudit oleh BPK. Semua pengeluaran anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diaudit oleh BPK. Namun, selama ini, penggunaan anggaran dana desa yang berasal dari APBN dan APBD jarang mendapatkan audit dari BPK, karena penggunaannya tidak langsung dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK serta kemungkinan terjerat dalam kasus hukum membuat para kepala desa enggan mengajukan anggaran dana desa, karena

Informasi Akuntansi), 7(2), 331–344. https://doi.org/10.36555/jasa.v7i2.2291
5 Rante, M. I., Haliah, H., & Kusumawati, A. (2023). Village public revenue and expenditure management in indonesia. International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology, 7(11), 18–20. https://doi.org/10.33564/ijeast.2023.v07i11.002

takut menjadi tersangka korupsi akibat kesalahan dalam penyusunan laporan. Di sisi lain, para kepala desa mungkin akan meminta agar audit BPK	dihapuskan.	Namun,	penghapusan		audit	tersebut	justru	dapat meningkatkan	risiko	penyalahgunaan	anggaran	yang		berpotensi menimbulkan tindakan korupsi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi6. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi dilevel pemerintahan desa. Berbagai upaya pun sudah dilakukan agar tindak pidana korupsi ini bisa di berantas, karena dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
Menurut hasil Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Per 31 Desember 2018, di tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.7 Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas sangat banyaknya penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia baik dari pemerintahan pusat maupun di pemerintahan tingkat desa yang telah ditangani oleh KPK dan masih banyaknya perbuatan yang melanggar hukum tentang tindak pidana korupsi yang sampai sekarang ini belum terungkap7.
KPK juga menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Temuan itu diperoleh setelah KPK melakukan kajian Undang- Undang (UU) Desa dan disetujuinya anggaran sejumlah Rp. 20,7 triliun dalam APBN-Perubahan tahun 2015. KPK menemukan 14 temuan dalam empat hal, yaitu regulasi kelembagaan, tata

6 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
7 Chaerudin DKK, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,
Bandung: PT Refika Aditama, 2008

laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.
Penyalahgunaan dana desa adalah kejahatan besar yang dapat menghinggapi siapa saja dalam lingkungan sekitarnya, tidak mengenal jabatan dan status sosial. Penyalahgunaan dana desa di Indonesia sudah “melilitkan” akarnya di berbagai sektor serta menjadi “virus” yang terus menular. Sejak 10 tahun terakhir, era reformasi birokrasi, perang terhadap korupsi terus dilakukan. Mulai dari tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif korupsi terus diberantas. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami berbagai fase perjuangannya dalam menaklukkan korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK mengalami berbagai peningkatan yang signifikan8. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi mempunyai signifikasi yang sangat kuat terhadap pola pemberantasannya. Disamping itu, sanksi dan efek Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi jera bagi pelaku korupsi terus di up to date. Hal ini sebagai upaya penanganan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Peran KPK selanjutnya tidak harus tersentralistis berada di pusat, masyarakat menantikan KPK daerah dapat terlaksana, sehingga pemberantasan korupsi dapat lebih maksimal9. Dibutuhkannya lembaga KPK di daerah adalah dalam rangka untuk membangun sinergitas yang seimbang dan berimbang dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini penting untuk ditindaklanjuti, mengingat otonomi daerah sudah berjalan cukup baik. Keberadaan otonomi daerah adalah harus menjamin keterbukaan dan transparansi dari pemerintah daerah kepada masyarakat serta pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan pelayanan publik menjadi akses yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan10. Terutama dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa.
Peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch) menerangkan bahwa penyalahgunaan dana desa dari periode 2015-2018 terus meningkat dari

8 Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan, Jakarta: KPK, 2009.
9 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
10 Indah Sri Utari, Faktor Penyebab Terjadinya, Jakarta: korupsi Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Tahun 2017.

tahun ke-tahun, tercatat 252 kasus korupsi terjadi didesa, yaitu pada tahun 2015 mencapai 22 kasus, kasus tesebut meningkat menjadi 48 kasus pada tahun 2016 dan naik lagi menjadi 98 dan 96 kasus pada tahun 2017 dan 2018. Seiring dengan peningkatan tersebut, ICW mencatat jumlah kepala desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut meningkat, ada sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi yaitu 15 kepala desa terjerat pada tahun 2015 dan 61 kepala desa terjerat pada tahun 2016, serta 66 dan 89 kepala desa terjerat pada tahun 2017 dan 2018. Kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap serta menyebabkan total kerugian Negara mencapai Rp. 107,7 miliar. ICW juga meminta kementerian keuangan harus konsisten memperkuat mekanisme pencairan dana desa dan menghentikan kucuran dana desa apabila terdapat penyelewengan terkait penyaluran dana desa serta memberikan sanksi kepada aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi11.
Meningkatnya indeks tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa memberikan peluang yang cukup signifikan bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus berkerja sama dan bergandengan tangan dalam rangka memerangi penyalahgunaan dana desa tersebut karena penyalahgunaan dana desa sudah menjadi penyakit akut dalam negeri ini. Dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dalam “melawannya”. Penyalahgunaan dana desa menjadi rantai yang terus melilit jiwa- jiwa yang lengah, haus akan kepentingan diri maupun golongan serta orang- orang yang mengikuti hawa nafsunya belaka12.
Dana desa yang digelontorkan oleh Negara akan berdampak baik apabila pengelolaan dana desa tersebut tepat sasaran dan dalam pengelolaan dana desa aspirasi pemberdayaan masyarakat serta kontrol yang kuat dari masyarakat akan menjadikan desa lebih mandiri dan sejahtera, peran dan

11 Rifai, R., Kamaluddin, K., & Hidayat, R. (2024). Exploring the Roots and Solutions of Maladministration, Power Abuse, or Corruption in Contemporary Indonesian Villages. Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 32(3), 1115–1140. https://doi.org/10.47836/pjssh.32.3.15
12 Hidajat, T. (2024). Village Fund Corruption Mode: an Anti-Corruption Perspective in Indonesia. https://doi.org/10.1108/jfc-01-2024-0042

keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan karena pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat, serta peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu setiap tahap kegiatan, pemerintah desa harus memberi ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No 6 tahun 2014 pasal 82 dalam pembangunan desa atau pemantauan dan pengawasan pembangunan desa yang meliputi hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pengawasan ke aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Tetapi sampai saat ini mengenai sistem pengelolaan keuangan dana desa itu sangat minim dilakukan dengan baik dan transparan serta kedisiplinan dalam pengelolaannya yang mengakibatkan terbukanya celah bagi para oknum yang berkepentingan didalamnya untuk melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia13.
Praktik-praktik yang dilakukan para oknum tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat serta Negara kita ini, praktik-praktik tersebut seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi, tetapi perbuatan yang melanggar aturan hukum ini hanya dianggap sebagai hal yang lazim terjadi dinegara ini14. walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan namun praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.



13 Syahruddin, S., Kontu, F., Tambajong, H., & Adam, A. F. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Societas, 12(1), 181–191. https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.5145
14 Winata, G. N. (2024). Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dalam Penegakan dan Pencegahannya. Mandub, 2(4), 305–314. https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1879

Tindakan penyalahgunaan dana yang dialokasikan untuk desa akan dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa teguran secara lisan maupun teguran dalam bentuk tertulis. Apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan diambil langkah-langkah lebih lanjut, yaitu pemberhentian sementara dari jabatan yang bersangkutan, yang kemudian dapat berlanjut kepada pemberhentian secara permanen. Selain itu, tindakan penyalahgunaan dana desa ini juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, terdapat ancaman pidana bagi individu yang menyalahgunakan wewenangnya, yang dapat berakibat merugikan keuangan negara.
Berdasarkan isi Pasal 3 dari UU No. 31 Tahun 1999, dinyatakan bahwa setiap individu yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, melakukan penyalahgunaan terhadap kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya akibat dari jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara dengan jangka waktu paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun. Selain itu, pelanggar juga dapat dikenakan denda dengan jumlah paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
Hingga saat ini, masalah penyalahgunaan dana desa masih belum dapat diatasi secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, serta pandangan masyarakat yang menganggap bahwa tindakan tersebut adalah hal yang biasa dan tidak memerlukan perhatian serius15. Di samping itu, terdapat juga faktor lain, yaitu keterlibatan pengawas atau individu yang seharusnya

15 Bagaskoro, M. R., & Khumaeroh, I. N. (2024). Determinan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik. Collegium Studiosum Journal, 7(1), 299–306. https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1459

bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yang justru turut serta dalam praktik penyalahgunaan dana desa tersebut. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih serius dan terkoordinasi dalam menangani masalah ini agar penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait urusan dana desa sangat banyak praktik penyimpangan yang terjadi serta banyaknya aparat desa yang terjerat dalam tindak pidana korupsi karena tergiur melihat dana sebanyak itu dan tidak tau apa yang akan mereka perbuat, dana desa pun menjadi tempat penghasilan bagi aparat desa untuk memperkaya diri tanpa memikirkan konsekuensinya.
Inilah yang terjadi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Sumatera Utara, khususnya melalui putusan PN Medan Nomor 59/Pid.Sus - TPK/2019/PN Mdn. Putusan ini menjadi penting karena mencerminkan praktik penyalahgunaan anggaran ADD/DD sebagaimana tertuang dalam dakwaan, yang kemudian dianalisis secara mendalam dalam penelitian bertajuk “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan PN Medan No. 59/Pid.Sus - TPK/2019/PN Mdn).
Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga menyoroti aplikasi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, di mana hakim harus membuktikan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang. Penelitian tersebut mencatat bahwa pertimbangan yuridis hakim tak hanya didasarkan pada dakwaan JPU dan keterangan saksi, tetapi juga pada faktor non-yuridis seperti kondisi sosial ekonomi terdakwa dan dampak tindakannya terhadap masyarakat. Temuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam ranah yuridis: sejauh mana hakim menggunakan asas subsidiaritas Pasal 55 KUHP serta bagaimana faktor-faktor non-yuridis memengaruhi ketentuan hukum substantif dan sanksi pidana dalam putusan tersebut.

B. [bookmark: _bookmark7]Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skiripsi ini adalah:
1. Bagaimana Peraturan Hukum Terhadap Korupsi Dana Desa Menurut Perundang-Undangan Indonesia.

2. Bagaimana Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 59/Pid.Sus ‑ TPK/2019/PN Mdn.
3. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 59/Pid.Sus ‑ TPK/2019/PN Mdn.

C. [bookmark: _bookmark8]Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peraturan Hukum Terhadap Korupsi Dana Desa Menurut Perundang-Undangan Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 59/Pid.Sus- TPK/2019/PN Mdn.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 59/Pid.Sus- TPK/2019/PN. Mdn Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

D. [bookmark: _bookmark9]Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Sebagai pendalaman untuk pengetahuan dan pemahaman bagi penulis berkenaan dengan bentuk penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi.
2. Sebagai referensi serta bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah terkait tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dan menambah khazanah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.

iii

